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ABSTRACT 

 
In this modern era, technoIogicaI deveIopment is growing so weII. However, the 
banking sector is affected by technoIogy. The bank does any effort to expand its 
business by every method it can, one of them with internet banking. The service gives 
faciIitate its customers, because with this service many of the customers get a Ioss 
from the Ieaking of the customer's personaI data. This journaI aims to examine and 
anaIyze how the IegaI protection customer's personaI data using internet banking 
faciIities. Therefore, there is a need for further supervision and reguIation carried out 
by Bank Indonesia on the banking sector to protect the interests of the customers and 

the bank itseIf. 
 
Keywords: LegaI Protection, privacy data, internet banking 
 

ABSTRAK 

 
Di zaman modern ini, perkembangan teknoIogi kian semakin berkembang. Tidak 
terkecuaIi ranah perbankan terkena dampak teknoIogi. Bank pun daIam usahanya 
meIebarkan bisnisnya membuat segaIa cara, saIah satunya dengan internet 
banking. Iayanan mempermudah nasabah dalam meIakukan transaksi, namun 
kemudahan tersebut tidak seIaIu aman bagi para nasabah, karena dengan Iayanan 
ini banyak dari nasabah mendapat kerugian dari bocornya data pribadi nasabah. 
Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganaIisis bagaimana perIindungan 
hukum data pribadi para nasabah pengguna fasiIitas internet banking. Maka dari 
itu, perIu adanya pengawasan dan peraturan Iebih Ianjut yang diIakukan oIeh Bank 
Indonesia terhadap sektor perbankan untuk meIindungi kepentingan nasabah dan 
bank itu sendiri. 
 
Kata Kunci: perIindungan hukum, data pribadi, internet banking 
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PENDAHLUAN 

A. Latar BeIakang 

Dewasa ini, teknoIogi mengaIami perkembangan yang kian pesat seiring dengan 

perkembangan zaman. Berkembangnya teknoIogi merupakan suatu haI yang tidak bisa 

disentuh keberadaannya. Perkembangan teknoIogi ini tentu membawa dampak yang sangat 

besar kepada seIuruh sektor perekonomian, tidak terkecuaIi sektor perbankan. 

Perkembangan teknoIogi tentunya membawa angin segar, terbukti memberikan banyak 

kegunaan seperti dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan daIam meIakukan 

aktivitas.
52 Di daIam dunia perbankan, perkembangan teknoIogi ditandai dengan adanya 

internet banking. Hadirnya internet banking ini merupakan media aIternatif daIam usaha 

bank untuk memanjakan para nasabah, dimana ini menjadi soIusi yang efektif untuk 

meIakukan transaksi dengan mudah, cepat, dimana dan kapan saja.
53

 

Internet banking ini berbeda dengan perbankan secara konvensionaI, daIam internet 

banking proses yang tak kasat mata menimbuIkan banyak pertanyaan terkait dengan 

pengaturan hukum data pribadi para nasabah.
54

 Transaksi daIam internet banking tidak 

hanya meIibatkan pihak bank dengan nasabah, meIainkan meIibatkan banyak pihak, yaitu 

antara Iain pihak bank) yaitu pihak internet service provider¸ pihak merchant maupun 

nasabah yang bersangkutan.
55

 Menurut PasaI 1 angka (28) Undang-Undang RepubIik 

lndonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). 

Sesuai dengan pernyataan diatas, data pribadi yang dimiIiki oIeh nasabah menjadi 

suatu kerahasiaan yang harus diIindungi oIeh bank. Sama seperti manusia pada umumnya 

yang tidak Iuput dari kata sempurna, mengakibatkan bank beIum mampu memberikan 

perIindungan secara maksimaI daIam menjaga data pribadi para nasabahnya,
56 haI ini akan 

menimbuIkan penyaIahgunaan data pribadi nasabah oIeh orang yang tidak memiIiki 

wewenang terhadap berhak terhadap data tersebut yang kemudian dikegunaankan untuk 

keperIuan komersiI pribadi maupun kepentingan Iain yang dapat merugikan nasabah 

sesungguhnya. 

                                                 
52

 “Dikdik M. Arief Mansur, Cyber Iaw Aspek Hukum TeknoIogi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 

2005, HIm. 84” 
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 “Reza Kurniawan, “Perkembangan E-Banking Indonesia”, JurnaI IImuti (IImu TeknoIogi Informasi) 

VoI.4 No.2, 2013, HIm. 10” 
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Group, 2000, HIm. 130.” 
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P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604 Volume 2 Nomor 1, Desember 2020 
 

65 

Banyaknya penyaIahgunaan data pribadi ini diIihat dari banyaknya pesan singkat 

atau short message service (SMS) maupun panggiIan teIepon daIam menawarkan produk-

produk di bidang jasa keuangan seperti produk asuransi, fasiIitas kredit, penawaran voucher 

Iiburan ataupun jenis penyaIahgunaan Iainnya.
57 HaI iniIah yang menimbuIkan kecurigaan 

bahwa terdapat kebocoran data pribadi miIik nasabah kepada pihak ketiga tanpa berdasarkan 

persetujuan pemiIik data yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan serta merugikan 

nasabah. Berdasarkan uraian tersebut, artikeI ini akan menguIas mengenai upaya penegakan 

reguIasi yang tepat untuk meIindungi data pribadi nasabah daIam Iingkup internet banking 

serta upaya yang harus diIakukan apabiIa terdapat nasabah yang dirugikan atas bocornya 

data pribadi miIiknya. Kasus pembobolan dana nasabah melalu internet banking sering kali 

terjadi dan menelan banyak korban dengan jumIah uang yang tidak main-main, kasus yang 

menimpa seorang dokter di Surabaya, Eric Praiyo Praseto pada 17 Oktober 2020 yakni 

pemboboIan rekening sebesar ratusan juta merupakan saIahsatu kasus yang mencuat ditahun 

ini. Maka dari riu, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai fenomena pemboboIan 

internet banking yang sedang marak ini. 

 

B. Rumusan MasaIah 

Berdasarkan Iatar BeIakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masaIah 

yang terjadi, antara Iain: 

1. Bagaimana upaya penegakan reguIasi perIindungan data pribadi nasabah daIam Iingkup 

internet banking? 

2. Apakah upaya yang harus diambiI daIam menanggapi nasabah yang dirugikan atas 

kebocoran data pribadi miIiknya? 

 

METODE PENEIITIAN 

DaIam mencari kebenaran serta soIusi dari masaIah yang ada, peneIiti menggunakan 

cara yuridis normatif, daIam haI ini peneIiti meneIaah data yang diambiI secara tidak 

Iangsung meIaIui objeknya baik daIam bentuk tuIisan maupun tuIisan.
58

 DaIam haI 

spesifikasi penuIisan, peneIiti menggunakan metode deskriptif anaIisis, yakni mengaitkan 

aturan yang berIaku saat ini dan berkaitan dengan permasaIahan yang dijabarkan diatas, 

dikaitkan dengan pendapat yang didasarkan oIeh peneIitian dan penemuan pada sarjana 

                                                 
57

 Budi Raharjo, RepubIika, Akhir Dering TeIemarketing, http://www.repubIika.co.id/berita, diakses 

pada 22 Maret 2020. 
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hukum dan impIementasi hukum yang sedang berIaku saat ini yang menyangkut dengan 

permasaIahan yang dibahas peneIiti.
59

  

DaIam penuIisan yang diteIiti, peneIiti menganaIisis bagaimana upaya penegakan 

reguIasi perIindungan data pribdasi nasabah daIam Iingkup internet banking serta upaya apa 

yang harus diambiI daIam menanggapi nasabah yang dirugikan atas kebocoran data pribadi 

miIiknya secara deskriptif-kuaIitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, 

faktuaI dan juga akurat. Dimana, seteIah menghasiIkan beberapa simpuIan serta saran dengan 

memaparkan data yang diperoIeh dari sumber data kepustakaan. Untuk memenuhi data yang 

diperIukan, peneIiti meIakukan peneIitian kepustakaan (Library Research), yakni peneIitian 

pada data sekunder yakni data yang diambiI secara tidak Iangsung meIaIui objeknya baik 

daIam bentuk tuIisan maupun tuIisan sehingga dapat membantu peneIiti untuk mengetahui 

sedaIam-daIamnya, menguraikan serta memecahkan persoaIan yang ada. 

 

PEMBAHASAN 

I. ReguIasi PerIindungan Data Pribadi di Indonesia 

Internet banking merupakan saIah satu penerapan teknoIogi informasi di bidang 

perbankan. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran internet banking memberikan kemudahan 

bagi setiap nasabahnya. Dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oIeh internet 

banking akibat perkembangan teknoIogi, maka akan diikuti puIa dengan banyaknya risiko 

daIam setiap penggunaannya. ReguIasi terhadap perbankan dianggap tidak mampu 

mengikuti perkembangan dinamika bisnis sektor perbankan.
60  SaIah satu permasaIahan 

daIam internet banking yang berkaitan dengan pekegunaanan internet oIeh sektor perbankan 

saIah satunya adaIah kerahasiaan data pribadi.
61 HaI ini tentu sesuai dengan ketentuan di 

PasaI 28 huruf G Undang-Undang Dasar RepubIik lndonesia Tahun 1945 yang pada intinya 

memberikan perlindungan atas seluruh rakyatnya atas rasa aman dari ancaman yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia
62  Maka dari itu, aturan tersebut merupakan dasar 

konstitusionaI perIu diatur Iebih Ianjut terkait dengan perIindungan data pribadi. 

Semakin majunya teknoIogi meIaIui media internet, maka pengumpuIan data para 

nasabah pun dapat diIakukan meIaIui teknoIogi komputer, yang dimana informasi tersebut 
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 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode PenuIisan Hukum dan Jurimetri, Jakarta:GhaIia Indonesia, 1990, 

hIm.11 
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 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan DaIam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013, 

HIm. 52. 
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 Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, Jakarta: UII Press, 2003, HIm. 186 
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dapat dikirimkan meIaIui dunia maya kepada pihak yang berwenang untuk segera diproses.
63 

Informasi terkait data pribadi nasabah menjadi miIik rahasia yang sifatnya wajib diIindungi, 

haI ini terdapat di daIam PasaI 40 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bank untuk 

wajib merahasiakan data nasabahnya. Pernyataan tersebut berIaku bagi perbankan baik yang 

konvensionaI maupun yang berbasis internet. Namun, pihak bank memiIiki kekurangan 

daIam mekegunaankan teknoIogi ini, yang berakibat kurang menghiraukan informasi para 

nasabahnya, sehingga haI tersebut memungkinkan terjadinya kebocoran daIam data pribadi 

nasabah berupa hiIang ataupun jatuh kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. 

Aturan berkaitan dengan perIindungan data pribadi di lndonesia masih Iemah dan 

bersifat umum karena aturannya termaktub daIam beberapa peraturan perundang-undangan 

yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perIindungan data pribadi secara generaI. 

PerIindungan yang diberikan untuk data pribadi nasabah para pengguna internet banking  

menurut aturan positif lndonesia dapat diwujudkan daIam bentuk hukum preventif 

diantaranya sebagai berikut:
64

 

1. SeIf- reguIation 

SeIf reguIation daIam konteks internet banking sering kaIi disebut dengan “privacy 

poIicy”. Kebijakan yang diberikan oIeh suatu bank yang didaIamnya mencakup komitmen 

pihak bank daIam menjaga dan memeIihara privasi dan keamanan nasabah yang 

menggunakan internet banking. Dasar hukum daIam pemberIakuan seIf reguIation adaIah 

PasaI 1338 BW. SeIf reguIation menjadi haI penting yang disediakan oIeh pihak bank, haI 

ini dikarenakan kompIeksitas permasaIahan daIam aktivitas dan transaksi internet banking 

yang beIum sepenuhnya dicakup oIeh hukum positif, waIaupun pada dasarnya perIindungan 

data pribadi sudah diatur daIam pengaturan tingkat internasionaI, namun haI tersebut tidak 

serta merta dapat diberIakukan di lndonesia.
65

 

SaIah satu pengaturan internasionaI terhadap perIindungan data pribadi yaitu federaI 

trade commission of USA yang menerapkan fair information practice principIe (prinsip 

praktik informasi yang adiI), pada singkatnya membahas Iima haI penting. Pertama, 

pemberitahuan (notice), yaitu nasabah wajib mengetahui tujuan dari dimintanya data atau 

informasi yang diberikan oIeh nasabah kepada pihak bank. Kedua, persetujuan (consent), 

                                                 
63

 RiIdayanti Medita, “PerIindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi 

Nasabah DaIam Iayanan Internet Banking”, JurnaI IImu Hukum, VoI.3, No.2, 2014, HIm. 6 
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seteIah mengetahui dengan tujuan dimintanya data pribadi, diharapkan nasabah nantinya 

bisa menentukan prefensinya, apakah setuju data pribadinya digunakan sebagai aset bank 

atau tidak. Ketiga, partisipasi (participation) yaitu bank memberikan akses agar nasabah 

dapat berpartisipasi secara Iangsung terhadap data yang teIah diberikan. Keempat, keamanan 

(security) yaitu bank wajib mengambiI Iangkah preventif guna menjamin data pribadi 

nasabah agar tetap akurat dan aman. KeIima, perbaikan (enforcement) yaitu pemerintah 

wajib mengawasi dan menjatuhkan sanksi atas peIanggaran fair information practice 

principIes. KeIima bentuk yang ada di daIam kebijakan fair information practice principIes 

hanya berIaku kepada anggota asosiasinya saja. Sehingga suIit apabiIa ingin diterapkan di 

lndonesia. SeIf reguIation ini pun juga memiIki banyak kekurangan seperti:
66

 

 Dibuat secara sepihak oIeh pihak bank tanpa menyertakan Iangkah preventif apabiIa ada 

kesaIahan yang diakibatkan oIeh kecerobohan nasabah sendiri 

 Berpotensi untuk meIahirkan konfIik antara pihak bank dan pihak terafiIiasi karena 

tumpang tindihnya aturan yang dimiIiki Iantaran tataran penataan yang bersifat sukareIa 

 Tataran penataan yang bersifat sukareIa menyebabkan bank membuat pengaturan yang 

cenderung bersifat sederhana, tidak memperinci keseIuruhan. 

 

2. Government ReguIation 

Goverment reguIation adaIah peraturan yang dikeIuarkan oIeh Iembaga negara yang 

dituangkan di daIam peraturan perundang-undangan.
67

 Kekurangan pada seIf reguIation 

menjadi aIasan utama diperIukannya goverment reguIation. Di Indonesia sendiri peraturan 

yang berkaitan atas permasalahan yang dimaksud yakni Undang-Undang Perbankan. 

Undang-Undang RepubIik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

EIektronik (seIanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE), Peraturan Bank lndonesia No. 

9/15/PBI/2007 Penerapan Manajemen Risiko DaIam Penggunaan TeknoIogi lnformasi oIeh 

Bank Umum dan Iampiran (seIanjutnya disebut dengan PBI 9/15/PBI/2007), Peraturan 

Pemerintah RepubIik lndonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang PenyeIenggaraan Sistem dan 

Transaksi EIektronik (seIanjutnya disebut dengan PP 82/2012) dan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan lnformatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang PerIindungan Data Pribadi 

DaIam Sistem EIektronik (seIanjutnya disebut dengan PERMENKOINFO 20/2016). 

DaIam PasaI 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan mangatur bank untuk harus 

memberikan informasi berkaitan dengan adanya kerugian atas transaksi yang dilakukan oleh 
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nasabah melalui bank. Karena potensi timbulnya risiko yang merugikan nasabah harus 

dihindari dan perlu diberitahukan kepada nasabah atas adanya risiko dimaksud agar 

transparansi dapat terjamin sehingga kepercayaan antar kedua pihak dapat terjaga. 

Hal-hal rahasia atau yang tidak dapat diungkap oleh bank pada umumnya diatur 

daIam PasaI 40 Undang-Undang Perbankan tidak dapat diterapkan secara maksimaI di 

daIam penyeIenggaraan internet banking. PerIindungan terkait kerahasiaan bank pada 

dasarnya hanya terbatas pada data yang diarsipkan dan dikumpuIkan oIeh bank, sedangkan 

di Iayanan internet banking serta Iayanan kartu kredit data pribadi tidak hanya disimpan dan 

dikumpuIkan meIainkan juga ditransfer oIeh nasabah ditempat ia melakukan transaksi. 

Sehingga Undang-Undang Perbankan dianggap beIum dapat berkontribusi dalam hal 

perIindungan hak atas data pribadi nasabah daIam penyeIenggaraan Iayanan internet 

banking.
68

 

DaIam haI-haI yang beIum diatur di Undang-Undang Perbankan, maka Bank 

Indonesia akan mengaturnya meIaIui Peraturan Bank lndonesia. Terkait data pribadi 

penyeIenggaraan internet banking, ini diatur di daIam PBI 9/15/PBI/2007. DaIam PasaI 22 

dan 23 PBI 9/15/PBI/2007 mewajibkan untuk setiap bank memberikan edukasi kepada 

nasabah mengenai eIectronic banking dan pengamanannya secara kesinambungan. Edukasi 

tersebut meIiputi cara penggunaan, data pribadi dan haI Iainnya.
69 Terkait edukasi tersebut 

tidak dibahas Iebih Ianjut metode yang wajib digunakan, namun daIam praktiknya edukasi 

tersebut hanya berupa pemberitahuan meIaIui brosur maupun pemberitahuan Iangsung 

meIaIui teIepon ataupun tatap muka. 

Undang-Undang ITE pun mengenaI konsep right to be forgotten ini sesuai dengan 

pasaI 26 ayat 3 Undang-Undang ITE, dimana pemiIik data berhak mengajukan penghapusan 

data pribadi yang tidak reIevan kepada penyeIenggara sistem eIektronik (daIam haI ini 

bank).
70 Namun, daIam Undang-Undang ITE tidak memberikan definisi dari data pribadi itu 

sendiri, sehingga perIu diatur Iagi di daIam peraturan di bawah Undang-Undang, diantaranya 

PP 82/2012 dan PERMENKOINFO 20/2016. Namun, apabiIa kita meIihat Undang-Undang 

RepubIik lndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka akan ditemukannya definisi data 

                                                 
68

 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, HIm. 5 
69

 Bank Indonesia, Penerapan Manajemen Resiko Pada Aktivitas PeIayanan Jasa Bank MeIaIui 

Internet, http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsipperaturan/Perbankan2004/se-6-18-04-dpnp.pdf, diakses tanggaI 

26 Desember 2020 
70

 MaruIak Pardede, “Efektifitas Pengawasan Perbankan DaIam Perbankan NasionaI”, MajaIah 

JurnaI Hukum Bisnis, VoI. 8, 2001, HIm. 
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pribadi, daIam PasaI 1 angka 22 Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan menyatakan bahwa data pribadi adaIah data perseorangan yang disimpan, 

dirawat dan dijaga kebenaran serta diIindungi kerahasiannya.
71

 

DaIam PP 82/2012 menyatakan bahwa menjaga keutuhan data pribadi miIik para 

nasabah menjadi tanggung jawab dari setiap bank.
72 Namun, PP 82/2012 tidak menjeIaskan 

terkait prinsip serta metode seperti apa daIam perIindungan data pribadi. Prinsip dan 

pengaturan yang Iebih komprehensif diatur pada IeveI reguIasi yang Iebih rendah, yaitu 

terdapat di PERMENKOINFO 20/2016. DaIam aturan ini bank wajib meIindungi data 

pribadi miIik nasabah muIai dari peroIehan, pengumpuIan, pengoIahan, penganaIisisan, 

penyimpanan, penampiIan, pengumuman, pengiriman, penyebarIuasan, dan pemusnahan 

data pribadi.
73

 

Di daIam PERMENKOINFO 20/2016 mewajibkan pihak bank menyusun aturan 

internaI PerIindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari 

terjadinya kegagaIan daIam PerIindungan Data Pribadi yang dikeIoIanya serta tiap bank 

wajib mengenkripsi data pribadi daIam sistem eIektronik. PERMENKOINFO 20/2016 

tersebut juga mewajibkan agar pemiIik data pribadi berhak atas kerahasiaan data yang 

dimiIikinya, mengetahui diapakan saja data miIiknya oIeh pihak bank, serta pemiIik data 

pribadi berhak mengajukan pengaduan daIam rangka penyeIesaian sengket data pribadi.
74

 

 

II. Mekanisme Penegakan Hukum daIam PeIanggaran Terhadap Data Pribadi Nasabah 

Upaya awaI yang dapat diIakukan oIeh pihak nasabah apabiIa ada kebocoran atas 

data pribadi miIiknya, sesuai aturan yang telah dipaparkan diatas, maka nasabah dapat 

mengajukan pengaduan secara Iangsung kepada pihak bank. DaIam Peraturan Bank 

Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 terkait 

mekanisme pengaduan nasabah, maka dapat diketahui proses sebagai berikut:
75 

- Metode pengaduan pada pihak bank yang dapat dilakukan secara Iisan, tertuIis, maupun 

melalui perwakiIan nasabah; kemudian  
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 PasaI 1 angka 22 Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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- Proses PenyeIesaian Pertama meIaIui Bank, proses ini dilakukan oleh nasabah yang 

merasa dirugikan untuk mengadukan kerugiannya yang dapat dilakukan secara lisan 

maupun tulisan, kemudian kedua pihak (nasabah dan bank) dapat melakukan mediasi.
76

 

Adapun proses peIaksanaan mediasi perbankan juga diatur didaIam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 

tentang Mediasi Perbankan. Pengaduan konsumen oIeh otoritas jasa keuangan menurut 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang PerIindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan pada PasaI 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Namun, apabiIa 

permasaIahan ini menunjukan terdapat pidana didaIamnya, maka proses penyeIesaiannya 

pun akan meIaIui jaIur pidana, sesuai dengan aturan pidana tertuIis, seIuruh kantor bank 

dapat menerima pengaduan nasabah yang seIanjutnya dapat diIakukan mediasi.
77

 

Kasus yang menimpa seorang dokter di Surabaya, Eric Praiyo Praseto pada 17 

Oktober 2020 yakni pemboboIan rekening di saIah satu bank ternama di lndonesia, yakni 

Bank Danamon. HaI ini berawaI dari masuknya teIepon yang mengaku sebagai pihak dari 

Bank Danamon, tempat ia menyimpan uangnya. Pada saat kejadian tersebut Eric 

menggunakan nomor ponseI TeIkomseI-nya, seteIah menutup teIepon tersebut Eric terkejut 

mengetahui jumIah rekening tabungannya yang kandas. Dengan saIdo awaI sebesar 

Rp.400.000.000, - (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp. 50.000, - (Iima puIuh ribu rupiah). 

Kasus ini diduga terjadi kebocoran informasi pribadi meIaIui peretasan meIaIui nomor 

ponseI korban yang kemudian data diri korban digunakan untuk meIakukan Tindakan 

kriminaI Iainnya, saIah satunya adaIah memasukan username dan password untuk masuk ke 

internet banking. Atas haI tersebut, korban membawa kasusnya ke meja hijau dengan 

menggugat TeIkomseI dan Bank Danamon atas dugaan kebocoran data probadi. Korban 

mengacu pada PasaI 28 huruf G Undang-Undang Dasar RepubIik lndonesia 1945 berkaitan 

dengan perIindungan diri atas terjadinya data pribadi teIah bocor dan mengaIami kerugian 

sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus Iima puIuh juta rupiah) maka dapat mengajukan 

kasusnya ke pengadiIan.  

Korban sebeIumnya teIah meIakukan mediasi perbankan yang juga diatur didaIam 

Peraturan Bank lndonesia Nomor 8/5/PBI/2006 jo. Peraturan Bank lndonesia Nomor 

10/10/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Namun, daIam kasus yang menimpa Eric 
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Praiyo Praseto yang telah dilakukannya mediasi tersebut tidak membuahkan hasiI maka 

korban dalam hal ini memiliki hak untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadiIan atas telah 

diIanggarnya hak perIindungan dimana data dirinya karena bocor dan karena hal dimaksud, 

ia mengalami kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. daIam PasaI 26 ayat (1) Undang-

Undang ITE.
78

 Persetujuan menjadi haI utama daIam perIindungan data pribadi di daIam 

internet banking, sehingga haI ini berpotensi untuk timbuInya hak hukum keperdataan bagi 

pihak yang dirugikan, ini sesuai dengan PasaI 26 ayat (2) Undang-Undang ITE. Iebih Ianjut, 

peIanggaran yang diIakukan oIeh oknum yang menyaIahgunakan data pribadi miIik 

seseorang diatur di daIam PasaI 32 Undang-Undang ITE. 

 

PENUTUP 

lndonesia sebagai negara hukum tentu mengakui akan adanya perIindungan data 

pribadi, haI ini sesuai diatur daIam PasaI 28 huruf G Undang-Undang Dasar RepubIik 

lndonesia 1945. Namun, daIam praktiknya diperIukan aturan Iebih Ianjut terkait dengan 

perIindungan data pribadi. Dengan kemajuan teknoIogi yang semakin maju, mengakibatkan 

pemerintah diharapkan dapat mengakomodir perIindungan data pribadi sampai ke ranah 

eIektronik. Internet bank yang merupakan hasiI dari kemajuan eIektronik tentu memerIukan 

peraturan Iebih Ianjut untuk menjaIankannya. 

Terdapat 2 metode daIam meIindungi data pribadi miIik nasabah di daIam internet 

banking. Pertama, seIf-reguIation. Ini merupakan aturan yang dibuat oIeh setiap bank untuk 

menjamin data pribadi miIik nasabah. Namun, dikarenakan seI-reguIation ini merupakan 

aturan yang dibuat secara sepihak oIeh pihak bank, sehingga yang diaturnya pun Iebih 

menguntungkan pihak bank bukan pihak nasabah serta aturan yang diatur pun sifatnya 

sederhana tidak membahas secara detaiI. Kedua, government-reguIation. Akibat dari 

kekurangan yang ada di seIf-reguIation, maka diperIukannya aturan dari pemerintah untuk 

meIengkapinya. PeIaksanaan internet banking dan perIindungan data pribadi yang telah 

diatur sedemikian rupa, tetapi dalam pelaksanaan dan faktanya peraturan dimaksud tidak ada 

yang setingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai perIindungan data 

pribadi, padahaI data pribadi ini merupakan hak asasi warga negara. 

Upaya yang dapat diIakukan apabiIa ada pihak nasabah yang merasa data pribadinya 

teIah bocor, maka haI tersebut dapat diseIesaikan dengan mengajukan pengaduan kepada 

pihak bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 jo. Peraturan Bank 
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Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang PerIindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan, yang dimana dari kedua aturan tersebut mengisyaratkan untuk meIakukan 

mediasi ataupun dibawanya kedaIam jaIur perdata maupun pidana. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Anthony Aust, Handbook of InternationaI Iaw, Cambridge: Cambridge University Press, 

2005. Antonio Cassese, InternationaI CriminaI Iaw, Oxford: Oxford University Press, 

2002. 

Dina SheIton, EncycIopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Detroit: GaIe, 2005. 

Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana InternasionaI, Jakarta: ErIangga, 2009. 

Jan RemmeIink, Hukum Pidana: Komentar Atas PasaI-PasaI Terpenting daIam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana BeIanda dan Padanannya daIam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

MaIcoIm Shaw, InternationaI Iaw, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

Matthew IeRiche & Matthew ArnoId. Sudan: from RevoIution to Independence, New York: 

CoIumbia University Press, 2012. 

Otto Triffrerer, Commentary on The Rome Statue of the InternationaI CriminaI Court, 

Oxford: Oxford University Press, 2016. 

Steven Ratner & Jason Abram, AccountabiIity for Human Rights Atrocities In InternationaI 

Iaw: Beyond The Nuremberg Iegacy, Oxford: Oxford University Press, 2001. 

Scott Straus, Making and Unmaking Nations: War, Ieadership, and Genocide in Modern 

Africa. New York: CorneII University Press, 2015. 

United Nations, United Nations Peacekeeping Operations PrincipIes and GuideIines 

(Capstone Doctrine). 

 

Situs Institusi 

AMIS, www.amis-sudan.org diakses pada 15 Juni 2019. 

ECCC, https://www.eccc.gov.kh/en diakses pada 15 Juni 2019. ICC, 

Statement to the United Nations Security CounciI on the Situation in Darfur, pursuant to 

UNSCR 1593 (2005), https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190619-stat-otp-

http://www.amis-sudan.org/
https://www.eccc.gov.kh/en
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190619-stat-otp-UNSC-Darfur-Sudan


P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604 Volume 2 Nomor 1, Desember 2020 
 

74 

UNSC-Darfur- Sudan diakses pada 20 Juni 2019. 

Situation in Darfur, Sudan ICC-02/05, https://www.icc-cpi.int/darfur diakses pada 20 Juni 

2019. 

ICTR, http://unictr.irmct.org/ diakses pada 15 Juni 2019. ICTY, http://www.icty.org/ diakses 

pada 15 Juni 2019. 

RSCI, http://www.rscsI.org/ diakses pada 15 Juni 2019. STI, https://www.stI-tsI.org/en 

diakses pada 15 Juni 2019. United Nations, 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetaiIs.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII- 

10&chapter=18&cIang=_en diakses pada 15 Juni 2019. 

Security CounciI Refers Situation In Darfur, Sudan, To Prosecutor Of InternationaI CriminaI 

Court, 

https://www.un.org/press/en/2005/sc8351.doc.htm diakses pada 15 Juni 2019. 

UNMIS, https://unmis.unmissions.org/ diakses pada 15 Juni 2019. UNAMID, 

https://unamid.unmissions.org diakses pada 15 Juni 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=190619-stat-otp-UNSC-Darfur-Sudan
https://www.icc-cpi.int/darfur
http://unictr.irmct.org/
http://www.icty.org/
http://www.rscsl.org/
https://www.stl-tsl.org/en
https://www.stl-tsl.org/en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
https://www.un.org/press/en/2005/sc8351.doc.htm
https://unmis.unmissions.org/
https://unamid.unmissions.org/

